
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR Y\EP.4 4 / M.PPN/HK/ 0 5 / 20 2 I

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEG IS PERENCANAAN TERPADU

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PESISIR UTARA JAWA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASI ONAL,

Menimbang a. bahwa dalam rangka metrdukung tercapainya pemban1unan
berkelanjutan di pesisir utara Jawa sebagai bagian dari
tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dllaksanakan
penyusunan konsep pentbangunan berbasi s penge ntbangan
wilayah yang sekaligus nrenyelesaikan perntasalahan yang

dihadapr di wilayah tersebut antara lain banjir dan rob,
keterbatasan air baku, kualitas air, keterbatasan lahan, sosial,

danlingkungan;

b. bahwa berdasarkan pertinrbangan sebagaintana dimaksud
dalam huruf a, perlu disiapkan rencana penrbangunan

berkelanjtttan yan9 dapat nremberikan solusi terhadap
permasalahan y an9 drhadapi di Pe sisi r U tar a J aw a;

c. bahwa untuk urelaksanakan rencana pembangunan

sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim

Koordinasi Strategis Perencanaan Terpadu Pembangunan

Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa;

d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini dianggap manlp:u dan memenuhi
percyaratan untuk cluduk dan melaksanakan tugas sebagai

anggota Tinr Koordinasi Strategis Perencanaan Terpadu
P embangunan Berkel anjutan Pesisir U taru J aw a;

1. lJndang-Undang Notrror 9 Tahun 2O2O tentang Anggatan
Pendapatan datr Belanja Negara Tahutr Anggaran 2021
(l,enrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

239, T amb ahan l,entbara n Negara Rep ub I i k I ndone sia Nomo r
6570);

Mengingat

2. Petatutan
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Menetapkan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2078;

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentan1
Kementerian Perencan aan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 201.5 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah
diubah denganPeraturan Presiden Nomor 20Tahun 201,6;

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan;

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara;

7. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi

Pantat Utara Jakafta;

8. Petaturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional / K ep ala B adan P er enc anaan P emb angunan Nasional

Nonror 5 Tahun 2016 tentang Percncanaan, Pelaksanaan,

P elapor an,, P entantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggar anl

9. Peratttan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional / Ke p ala B adan P er enc anaan P emb angunan Nasional

Nomor 7 Tahun 2Ol8 tentang Koordinasi, Perencanaan,

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan
P emb angunan Berke 1 anjutan;

"1.0. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional / K ep ala B adan P er enc anaan P emb angunan Nasional

Nomor 1.4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Keria
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
P erenc anaan P entb angunan Nasional ;

MEMUTUSIGN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

STRATEGIS PERENCANAAN TERPADU PEMBANGUNAN

BERKELANJI"ITAN PESISIR PULAU JAWA.

Menrbentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Terpadu

Pembangunan Berkelanjutan Pesisir tJtata Jawa untuk selanjutnya

disebut Tinr Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan

seb agaimana ter c antutn dalant Larupir an Ke putu sa n i n i.

PERTAMA

KEDUA: ...
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penan19un9

J aw ab, Ti m Pelaks ana, P anel Ahli, dan T enaga Pend ukung.

Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebrjakan,
mengawasi, membimbtng, dan memantau kemajuan dan memberi

saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Tim
Petencana.

Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan Ti m Pe renc ana.

Tim Pelaksanabeftugas:

a. menyusun jadwal dan rencana kegiatan Koordinasi Strategis

Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir

UtaraJawal

b. menyelenggarakan pertemuan serta pengumpulan data dan

informasi dalam rangka mempertajam Analisa tethadap
Perencanaan Terpadt Pernbangunan Berkelanjutan Pesisir

Utara Jawa;

c. menjabarkan arahan Tim Pengarah dengan melakukan
penyusunan kebijakan Perencanaan Terpadu Pemban1unan

Berkelanjutan Pesisir Utaru Jaw a; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan kepada

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung

Jawab Kegiatan.

Panel Ahli terdiri daln pakar serta perwakilan praktisi dan

akademisi dari Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor
(IPB), Institut Teknologi Bandung (lTB), Universitas Diponegoro
(UNDIP), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Sepuluh

November (ITS), dan Universitas Hasanuddin (UNHAS).

Panel Ahli bertugas:

a. mengkaji Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan
Pesisir tJtara Jawa yang antara lain mencakup aspek teknis,

sosial, lingkungan, teknologi, finansial dan investasi, penataan

ruang) dan kelemb agaan;

b. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam perumusan

Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir

UtaraJawa; dan

c. melaksanakan tugas-tugas lain yan1 ditugaskan oleh Tim

Pelaksana terkait Perencanaan Terpadu Pembangunan

Berkelanjutan Pesisir Utar a J aw a.

KEDELAPAN:
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KEDELAPAN

KESEMBILAN

Sahnan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

.-

z:>

T enaga Pendukung bertugas :

a. membantu Tim Pelaksana daTam persiapan materi, koordinasi,
dan dokumentasi pelaksanaan perencanaan Terpadu
P e mb angunan B e r ke I anjutan pe s i s i r tJ t ar a J aw a;

b, membantu penyiapan dan penyusunan bahan rapat pada
pelaksanaan kegiatan Perencanaan Terpadu pembangunan
Berkelanjutan Pesisir tJtara Jawa;

c. bekerja bersama koordinator kegiatan dan bertanggung jawab
secara substansi pada koordinator kegiatan dan pimpinan
dalam kegiatan Perencanaan Terpadu pembangunan
Berkelanjutan Pesisir lJtara 

J aw a; dan

d. mendukung pelaksanaan tugas-tugas lainnya terkait
Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan pesisir
UtaraJawa.

Segala braya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas
Tim Koordinasi Strategrs dlbebankan pada Anggaran pendapatan
dan Belanja Negara Kementerian perencanaan pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan pembangunan Nasional Tahun
Anggaran 2021.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tanggal4 Januari 2021.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

RR. Rita Erawatt

KESEPULUH

Ditetapkan drJakarta
padatanggal TT Mei 2O2l



A. TIM PENGARAH

Ketua

Anggota

SALINAN
LAA/IPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP.44 / M.PPN/HK/O 5 / 20 21

TANGGAL 11, MEI2027

Menteri PPN/ Kepal a Bappenas

l. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
UtamaBappenas;

2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber
D ay a Alam, Kementerian PPN/ Ba ppenas;

3. Deputi Brdang Ekononri, Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/ Bap penas;

5. Deputi Brdang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan, Kementerian
PPN/Bappenasl

6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/ Bappenas;

7. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan
dan Keamanan, Kementerian
PPN/Bappenas;

8. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat, dan Kebudayaan,
Kementerian PPN/ Bappenas;

9. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan
Kelembagaan, Kementerian
PPN/Bappenas.

Deputi Brdang Sarana dan Prasarana,

Kementerian PPN/Bappenas.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN

PEMBANGUNAN BERKELANJT]TAN PESISIR UTARA JAWA

B. PENANGGUNG JAWAB

C. TIM
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C. NM PETAKSANA

Ketua

Anggota

Direktur Pengairan dan lrigasi, Kementerian
PPN/Bappenas.

1. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis
Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN,
Kementerian PPN/Bap penas;

3. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, Kementerian PPN/ Bap penas;

4. Direktur Kehutanan dan Konservasi
Sumber Daya Air, Kementerian
PPN/Bappenas;

5. Direktur Kelautan dan perlkanan,
Kementerian PPN/ Bap penas;

6. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral
dan Pefiambangan, Kementerian
PPN/Bappenas;

7. Direktur Lingkungan Hrdup, Kementerian
PPN/Bappenas;

8. Direktur Transportasi, Kementerian
PPN/Bappenas;

9. Direktur Ketenagalistrikan,
Telekomunikasi dan lnformatika,
Kementerian PPN/ Bap penas;

10. Direktur Perencanaan dan Pengembangan
Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional,
Kementerian PPN/Bappenas;

11. Direktur Tata Ruang, dan Penanganan
Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;

12. Direktur Pembangunan Daerah,
Kementerian PPN/Bappenas;

13. Direktur Perumahan dan Pemukiman,
Kementerian PPN/Bappenas;

14. Direktur Perencanaan Pendanaan
Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;

15. Direktur Pengembangan Pendanaan
Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;

16. Direktur ...
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D. TIM PANEL AHLI

Ketua

Anggota

16. Direktur Alokasi Pendanaan
Petnbangunan, Kementerian
PPN/Bappenasl

17. Direktur Hukum dan Regulasi,

Kementerian PPN/Bappenas;

18. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan
Pemberday aan Masy ar akat, Kementerian
PPN/Bappenas;

19. Direktur Pendidikan Tinggi dan IffEK,
Kementerian PPN/ Bappenas;

20. b. Juarr,ME, Kementertan PPN/Bappenas;

27. Mohammad lrfan Saleh, ST, MPP, Ph.D,

Kementerian PPN/Bap penas;

22. Erwin Sofian Winata, ST, MEM,
Kementerian PPN/ Bappenas;

23. Tvta Sutedjo, ST, MWRM, Kementerian
PPN/Bappenas;

24. Frieda Astrianty Hazet, ST, Kementerian
PPN/Bappenas;

25. tJnlka Merlin Sianturi, ST, Kementerian
PPN/Bappenas;

26. Aditya Riski Taufam, ST, M.Eng,
Kementerian PPN/Bappenas;

27. Bintang Rahmat Wananda, ST,

Kementerian PPN/Bappenas;

28. Sab'in,, Kementerian PPN/Bappenas.

Prof. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc, Ph.D.,

Institut Teknologi B andung.

1. Dr. Ir. Purba Robert Mangapul Sianipar,
MSCE, MSEM, Institut Teknologi Bandungl

2. Ir. Laksana Gandaatmadia Abednego,

M.Eng, D.H.Eng, Institut Teknologi
Bandung;

3. Ir. Basah Hernowo, MA, Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Ir. Andojo Wurjanto, MCE, Ph.D, Institut
Teknologi Bandungl

5. Prof. Dr. Ing. Ir. Prayatni ...

I
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5. Prof. Dr. Ing. Ir. Prayatni Soewondo, MS,
Institut Teknologi B andungl

6. Dr. Budhy Soeksmantono, ST, MT, Institut
Teknologi Bandung;

7. Prof. Dr. fu. Jan Sopaheluwakan, M.Sc,
Ph.D, Universitas Indonesia;

8. Prof. Jatna Supriatna, M.Sc, Ph.D,

Universitas Indonesia;

9. Dr. Drs. Rudy Parluhutan Tambunan, MS,
Universitas Indonesia;

10. Dr. Ir. Mahawan Karuniasa, MM,
Universitas Indonesia;

11. Dr. Ir. Muhammad Arsyad Thaha, MT,
Un iversitas Hasanuddin;

72, Dr.lr. Ario Damar,M.Si, InstitutPeftanian
Bogor;

13. Dr. Luky Adrianto, M.Sc, Institut Pertanian
Bogorl

14. Prof. Dr. Ir. Etty Riani, MS, Institut
Pertanian Bogor;

15. Dr. Ir. Budy Wiryawan, M.Sc, Institut
Pertanian Bogor;

16. Prof. Ir. Nur Yuwono, Dip.H.E., Universitas
Gadjah Mada;

77. Prof . Dr. Ir. Herman Wahyudi, Institut
Teknologi Sepuluh November;

18. Dr. Ir. Robert J. Kodoatie, M.Eng,

Universitas Diponegoro;

19. Prof. Dr. Ir. Lily Montarclh Limantara,
M.Sc., Universitas Br aw ljay a;

20. Dr.-lng. Ir. Widjo Kongko, M.Eng, Kepala
Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan

dan Drnamlka Pantai, Badan Pengkaitan

dan P ener apan Teknologi ;

21.. Dr.Ir. M. Rokhis Komarudin, M.Si., Kepala
Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh,
l,embaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional;

22. Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, Kepala

Bidang

I



E. TENAGA PENDUKUNG

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPATA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

z:>
RR. Rita Erawati
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Bidang Penelitian dan Pengembangan
Klimatologi, Badan Meteorologi,
Kl imatolog r, dan Geofisika.

1. Munandar Sulistyo, SAP, Kementerian

PPN/Bappenas;

2. Sabar, SE, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Sri Lestari Ginawati, SAP, Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Suwita, A.Md, Kementerian
PPN/Bappenas.


